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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh indeks harga konsumen, 
indeks pembangunan manusia, penanaman modal dalam negeri dan pengeluaran 
pemerintah terhadap upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2017. Penelitian 
ini menggunakan data sekunder jenis deret lintang (cross section data), data 
tersebut diperoleh dari badan pusat statistik (BPS) Indonesia yang meliputi 34 
provinsi tahun 2017. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier 
berganda dengan metode ordinary least square (OLS). Berdasarkan hasil analisis 
uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil uji linearitas 
menunjukkan bahwa model linier. Uji asumsi klasik tidak terdapat masalah 
multikolinieritas dalam model. Hasil Uji t menunjukkan variabel  penanaman 
modal dalam negeri dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap 
upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2017. Sedangkan variabel indeks 
harga konsumen dan indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan 
terhadap upah minimum provinsi di Indoneisa tahun 2017. Koefisien determinasi 
sebesar 0,490, artinya 49% variasi variabel upah minimum provinsi dapat 
dijelaskan oleh variabel indeks harga konsumen, indeks pembangunan manusia, 
penanaman modal dalam negeri dan pengeluaran pemerintah sedangkan sisanya 
51% dijelaskan oleh variabel bebas lain yang tidak dimasukkan dalam model. 
 
Kata kunci : upah, indeks harga konsumen, indeks pembangunan manusia, 




This study aims to analyse  the effect of the consumer price index, the human 
development index,domestic investment and government spending on Indonesia's 
provincial minimum wage in 2017 of Indonesia in 2017. This study uses 
secondary data type latitudes data (cross section data), the data was obtained from 
the central statistics agency (BPS) of Indonesia which includes 34 provinces in 
2017. This study uses multiple linear regression analysis with ordinary least 
square (OLS) method. Based on the results of multiple linear regression analysis, 
the normality test is normally distributed. Linearity tests are used linearly. The 
classic assumption is that there are no problems in the model. The t test of 
government expenditure and domestic investment variable have a significant 
effect on origin local government revenue in provinces of Indonesia in 2017. 
Meanwhile in 2017, the variable consumer price index and human development 
index had no significant impact on the province minimum wage in Indonesia. 
Determination coefficient is 0,490 , meaning that 49% of the variable variation in 
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origin local government revenue can be explained by variables of government 
expenditure, per capita gross regional domestic product, and domestic investment. 
While the remaining 51% are influenced by other independent variables not 
included in the model. 
 
Keywords : wages, the consumer price index, the human development index, 
domestic investment and government spending 
 
1. PENDAHULUAN 
Tenaga kerja adalah pihak yang menawarkan jasa dan mempunyai peran penting 
dalam proses produksi, sehingga atas pengorbanan tersebut, tenaga kerja 
memperoleh imbalan jasa dari perusahaan berupa upah. Upah merupakan salah 
satu indikator penting untuk mencukupi hidup tenaga kerja. Pentingnya pemberian 
upah kepada tenaga kerja yang sesuai dengan hasil pekerjaanya serta besarnya 
kebutuhan merupakan suatu hal yang dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut. 
Pekerja atau buruh dan keluarganya sangat tergantung pada upah yang mereka 
terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, dan 
kebutuhan lainnya. Permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah 
dan jumlah tenaga kerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk di pekerjakan.  
Oleh karena itu para pekerja dan serikat pekerja selalu mengharapkan upah yang 
lebih besar untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga.  
Kebijakan pengupahan yang dilakukan pemerintah untuk melindungi 
pekerja atau buruh dituangkan dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan dalam Bab 1 Pasal 1 angka 30. Dijelaskan bahwa, upah adalah 
hak pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian 
kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 
pekerja atau buruh dan keluarganya. Penetapan upah minimum dilakukan baik 
ditingkat provinsi atau di tingkat kabupaten atau kota, dimana Gubernur 
menetapkan besarnya upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten, 
berdasarkan usulan dewan pengupahan provinsi atau kabupaten dengan 
mempertimbangkan : kebutuhan hidup pekerja, pertumbuhan ekonomi, tingkat 
inflasi, kondisi pasar kerja.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang 
pengupahan Bab X bagian kedua Pasal 88 sebagai berikut : 
3 
1) Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
2) Guna mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan sebagaimana pada ayat 1, pemerintah menetapkan kebijakan 
pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh. 
3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat 2 meliputi : upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak 
masuk karena berhalangan, upah tidak masuk karena melakukan kegiatan lain 
di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, 
bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang 
dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang 
proporsional, upah untuk pembayaran pesangon dan upah untuk perhitungan 
pajak penghasilan. 
Tabel 1 
Data Upah Minimum Provinsi di Indonesia Tahun 2017 
No. Provinsi 2017 
1. Aceh 2.500.000 
2. Sumatera Utara 1.961.354 
3. Sumatera Barat 1.949.284 
4. Riau 2.266.722 
5. Jambi 2.063.000 
6. Sumatera Selatan 2.388.000 
7. Bengkulu 1.730.000 
8. Lampung 1.908.447 
9. Bangka Belitung 2.534.673 
10. Kepulauan Riau 2.358.454 
11. DKI Jakarta 3.355.750 
12. Jawa Barat 1.420.624 
13. Jawa Tengah 1.367.000 
14. DI Yogyakarta 1.337.645 
15. Jawa Timur 1.388.000 
16. Banten 1.931.180 
17. Bali 1.956.727 
18. Nusa Tenggara Barat 1.631.245 
19. Nusa Tenggara Timur 1.650.000 
20. Kalimantan Barat 1.882.900 
21. Kalimantan Tengah 2.222.986 
22. Kalimantan Selatan 2.258.000 
23. Kalimantan Timur 2.339.556 
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No. Provinsi 2017 
24. Kalimantan Utara 2.358.800 
25. Sulawesi Utara 2.598.000 
26. Sulawesi Tengah 1.807.775 
27. Sulawesi Selatan 2.500.000 
28. Sulawesi Tenggara 2.002.625 
29. Gorontalo 2.030.000 
30. Sulawesi Barat 2.017.780 
31. Maluku 1.925.000 
32. Maluku Utara 1.975.000 
33. Papua Barat 2.421.500 
34. Papua 2.663.646 
           Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, tahun 2017. 
Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat data upah minimum provinsi di 
Indonesia  dari tahun 2017 mengalami kenaikan. Upah minimum provinsi 
tertinggi pada tahun 2017 yaitu provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta 
sebesar Rp 3.355.750, sedangkan upah minimum provinsi  terendah pada tahun 
2017 yaitu provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar Rp1.337.645.  
Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka penulis 
tertarik melakukan penelitian mengenai perkembangan upah minimum provinsi 
dengan judul “analisis pengaruh  indeks harga konsumen, indeks pembangunan 
manusia, PMDN dan pengeluaran pemerintah terhadap upah minimum provinsi di 
Indonesia tahun 2017”. 
 
2. METODE 
Objek penelitian ini adalah upah minimum provinsi di Indonesia. Dipilihnya 
objek mengenai upah minimum provinsi di Indonesia dalam penelitian 
dikarenakan upah minimum sangat penting perannya bagi perusahaan atau 
industri tertentu dalam memberikan upah kepada karyawan atau tenaga kerja. 
Upah merupakan salah satu motivator untuk meningkatkan produktivitas kerja 
karena upah merupakan imbalan yang akan diterima seseorang setelah bekerja, 
semakin tinggi upah maka akan membuat tenaga kerja meningkatkan 
produktivitas kerjanya. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan 
tipe data cross section. Sumber data penelitian ini diperoleh dari badan pusat 
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statistik (BPS) di Indonesia. Adapun data yang digunakan adalah data mengenai 
upah minimum provinsi, indeks harga konsumen, indeks pembangunan manusia, 
penanaman modal dalam negeri dan pengeluaran pemerintah 34 provinsi di 
Indonesia tahun 2017. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan 
metode studi pustaka. Metode studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun 
informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. 
Data tersebut diperoleh dalam bentuk data sudah jadi per tahun dari badan pusat 
statistik (BPS). 
Guna penelitian ini, data yang digunakan adalah data tahun 2017. Data 
diperoleh dari badan pusat statistik (BPS) Indonesia yang meliputi data upah 
minimum provinsi, indeks harga konsumen, indeks pembangunan manusia, 
penanaman modal dalam negeri dan pengeluaran pemerintah. 
Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis pengaruh indeks harga 
konsumen, indeks pembangunan manusia, penanaman modal dalam negeri dan 
pengeluaran pemerintah terhadap upah minimum provinsi  di Indonesia tahun 
2017 adalah regresi linear berganda dengan metode ordinary least square (OLS). 
Metode ordinary least square  (OLS) merupakan analisis regresi yang paling 
sering digunakan, terutama karena menarik secara intutif dan lebih sederhana 
secara matematis. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil estimasi model ekonometrik di atas beserta uji pelengkapnya terangkum 




Hasil Estimasi Model Ekonometri 
   = 291783,9 – 192,602 IHK + 25638,37 IPM – 44,946 PMDN + 
0,0000394 PP 
                                         (0.9903)         (0.1477)          (0,0001)*           (0.0001)* 
R2 = 0,4902 
 DW-Stat = 2,2168 
 F-Stat = 6,7314   
Prob F-Stat = 0,000629 
Uji Diagnosis 
(1) Multikolinieritas (uji VIF) 
IHK = 1,1322; IPM = 1,3695; PMDN = 4,5260; PP = 4,8362 
(2) Normalitas (uji Jarque Bera)  
JB(2) = 1,6461; Prob. (JB) = 0,4390 
(3) Heteroskedastisitas (uji White) 
 
2
(14) = 14,5161; Prob. (
2
) = 0,4120 
(4) Linearitas (uji Ramsey Reset) 
F(2,26) = 2,0709; Prob. F = 0,1464 
 
Sumber: Data sekunder yang diolah.  
 Keterangan: *Signifikan pada α=0,01. Angka dalam kurung adalah 
probabilitas empirik (p value) t-statistik. 
 
3.1 Uji Asumsi Klasik 
3.1.1 Uji Multikolinieritas 
Tabel 3 
Hasil Uji VIF 
 
Variabel VIF Kriteria Kesimpulan 
IHK 1,132246 <10 Tidak menyebabkan multikolinieritas 
IPM 1,369542 <10 Tidak menyebabkan multikolinieritas 
PMDN 4,526072 <10 Tidak menyebabkan multikolinieritas 
PP 4,836253 <10 Tidak menyebabkan multikolinieritas 
 
Berdasarkan tabel 3, terlihat nilai VIF untuk variabel IHK sebesar 
1,1322 (< 10), variabel IPM sebesar 1,3695 (< 10), variabel PMDN 
sebesar 4,5260, variabel PP sebesar 4,8362 (< 10). Jadi tidak terdapat 
multikolinearitas pada variabel indeks harga konsumen (IHK), indeks 
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pembangunan manusia (IPM), penanaman modal dalam negeri (PMDN) 
dan pengeluaran pemerintah (PP). 
3.1.2 Uji Normalitas 
Normalitas residual akan diuji memakai uji Jarque Bera (JB). H0 uji JB 
adalah distribusi residual normal; dan Ha uji JB adalah distribusi residual 
tidak normal. H0 diterima jika nilai p (p value), probabilitas, atau 
signifikansi empirik statistik JB > α; H0 ditolak jika nilai p (p value), 
probabilitas, atau signifikansi empirik statistik JB ≤ α. 
Berdasarkan tabel 2, terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi 
empirik statistik JB adalah sebesar 0,4390 (> 0,10); jadi H0 diterima, maka 
distribusi residual normal. 
3.1.3 Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji White. H0 
uji White adalah tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model, 
Ha uji White adalah terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model. H0 
diterima apabila nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik 
statistik χ
2
 uji White > α; H0 ditolak apabila nilai p (p value), probabilitas, 
atau signifikansi empirik statistik χ
2
 uji White ≤ α. 
Berdasarkan Tabel 2, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau 
signifikansi empirik statistik χ
2
 uji White adalah sebesar 0,4120 (>0,10); 
jadi H0 diterima, maka tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model. 
3.1.4 Uji Linearitas 
Ketepatan spesifikasi atau linearitas model dalam penelitian ini akan diuji 
menggunakan uji Ramsey Reset. H0 uji Ramsey Reset adalah spesifikasi 
model tepat atau linier; Ha uji Ramsey Reset adalah spesifikasi model 
tidak  tepat atau tidak linier. H0 diterima apabila nilai p (p value), 
probabilitas, atau signifikansi empirik statistik F uji Ramsey Reset > α; H0 
ditolak apabila nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik 
statistik F uji Ramsey Reset ≤ α. 
Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat nilai p (p value), probabilitas, 
atau signifikansi empirik statistik F uji Ramsey Reset memiliki nilai 
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sebesar 0,1464 (> 0,10); jadi H0 diterima, maka spesifikasi model tepat 
atau linier. 
 
3.2 Uji Kebaikan Model 
3.2.1 Eksistensi Model 
Berdasarkan Tabel 2, terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik 
statistik F pada estimasi model memiliki nilai 0,0000 yang berarti < 0,01; 
jadi H0 ditolak, kesimpulan model yang dipakai dalam penelitian eksis dan 
secara keseluruhan atau secara simultan variabel independen 
mempengaruhi variabel dependen. 
3.2.2 Interpetasi Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinsi (R
2
) menunjukan daya ramal dari model terestimasi. 
Pada Tabel 2 terlihat nilai R
2
 sebesar 0,490, artinya 49,0% variasi variabel 
indeks harga konsumen (IHK) dapat dijelaskan oleh variabel indeks 
pembangunan manusia (lPM),  penanaman modal dalam negeri (PMDN) 
dan pengeluaran pemerintah (PP). Sisanya sebesar 51% dipengaruhi oleh 
variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam 
model. 
 
3.3 Uji Validitas Pengaruh 
Uji validitas pengaruh menguji signifikansi pengaruh dari variabel independen 
secara sendiri-sendiri. Uji validitas pengaruh adalah uji t. H0 adalah βi = 0, 
variabel independen ke i tidak memiliki pengaruh signifikan. Ha adalah βi ≠ 0, 
variabel independen ke i memiliki pengaruh signifikan. H0 diterima jika nilai p (p 
value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik t > α; H0 ditolak jika nilai p 
(p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik t ≤ α. 
Berdasarkan tabel 2 terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi 
empirik statistik t variabel IHK sebesar 0,9903 (> 0,01); variabel IPM sebesar 
0.1477 (> 0,01);  variabel  PMDN sebesar 0.0001 (< 0,01), dan PP sebesar 0,0001 
(< 0,01). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel IHK dan lPM 
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secara sendiri-sendiri tidak memiliki pengaruh signifikan. Sedangkan variabel 
PMDN dan PP memiliki pengaruh signifikan. 
 
3.4 Interpestasi Pengaruh Variabel Independen 
Berdasarkan uji validitas pengaruh dapat dilihat bahwa variabel independen yang 
memiliki pengaruh signifikan adalah penanaman modal dalam negeri (PMDN) 
dan pengeluaran pemerintah (PP). Sedangkan variabel indeks harga konsumen 
dan indeks pembangunan manusia tidak memiliki pengaruh signifikan. 
Variabel penanaman modal dalam negeri memiliki koefisien regresi 
sebesar – 44.94681. Pola hubungan antara variabel independen penanaman modal 
dalam negeri dan variabel dependen upah minimum provinsi adalah linier-linier, 
sehingga apabila penanaman modal dalam negeri naik 1 miliar maka upah 
minimum provinsi akan turun sebesar  44.94681 ribu. Sebaliknya apabila 
penanaman modal dalam negeri turun 1 miliar maka maka upah minimum akan 
naik  sebesar 44.94681 ribu. 
Variabel pengeluaran pemerintah memiliki koefisien regresi sebesar 
0,0000394. Pola hubungan antara variabel independen pengeluaran pemerintah 
dan variabel dependen upah minimum provinsi adalah linier-linier, sehingga 
apabila pengeluaran pemerintah naik 1 ribu rupiah  maka upah minimum provinsi 
akan naik 0,0000394 rupiah. Sebaliknya apabila pengeluaran pemerintah turun 1 
ribu rupiah maka upah minimum provinsi akan turun juga sebesar 0,0000394 
rupiah. 
 
3.5 Interpretasi Ekonomi 
Secara cross section  variabel penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan 
pengeluaran pemerintah (PP) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upah 





1) Berdasarkan uji normalitas residual Jarque Bera dapat disimpulkan bahwa 
distribusi residual normal. 
2) Berdasarkan uji spesifikasi model Ramsey Reset dapat disimpulkan bahwa 
model yang digunakan tepat atau linier. 
3) Berdasarkan uji asumsi klasik, diketahui tidak terdapat masalah 
multikolinearitas dan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model. 
4) Berdasarkan analisis uji vliditas pengaruh ( uji t) diketahui bahwa terdapat dua 
variabel yang secara statistik berpengaruh signifikan terhadap upah minimum 
provinsi yaitu penanaman modal dalam negeri dan variabel pengeluaran 
pemerintah dengan α = 0,01. Variabel yang tidak berpengaruh signifikan 
terhadap upah minimum provinsi yaitu indeks harga konsumen dan variabel 
indeks pembangunan manusia pada  α >  0,01. 
5) Uji eksistensi model ( uji F ) menunjukkan bahwa model yang digunakan 
dalam penelitian eksis dan secara keseluruhan atau secara simultan variabel 
independen mempengaruhi variabel dependen pada  
α = 0,01. 
6) Koefisien determinasi (R2)  diperoleh hasil sebesar 0,490 yang artinya 49%, 
variasi variabel  upah minimum provinsi dapat dijelasakan oleh variabel 
indeks harga konsumen, indeks pembangunan manusia, penanaman modal 
dalam negeri  dan pengeluaran pemerintah, sedangkan sisanya sebesar 51% 
dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yang tidak dimasukkan dalam model. 
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